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Abstrak. Kelurahan Morokrembangan merupakan kawasan prioritas penanganan 
permukiman kota Surabaya 2010 dengan nilai tertinggi dari 6 wilayah prioritas 
lainnya di kecamatan Krembangan (Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat 
Jenderal Cipta Karya Tahun 2010). Hal ini disebabkan oleh sarana dan prasarana 
yang ada belum sesuai dengan ketentuan pelayanan minimum dalam pemukiman, 
sehingga dimasukkan dalam kategori kawasan kumuh. Kajian yang dilakukan 
adalah untuk mengetahui kondisi kekumuhan, faktor penyebab, serta upaya 
penataan kawasan kumuh di kelurahan Morokrembangan Surabaya yang 
berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 tahun 2016. 
Metode Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, dengan alat 
analisis skoring yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
2 tahun 2016 dilihat dari aspek fisik (bangunan gedung, kondisi jalan, kondisi 
ketersediaan air minum, kondisi sanitasi, kondisi persampahan, kondisi dapur 
rumah tangga, kondisi proteksi kebakaran dan kependudukan) dan aspek non fisik 
(tngkat pendapatan dan tingkat pendidikan), dan analisis faktor untuk upaya 
penataan kawasan pemukiman kumuh. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa 
di Kelurahan Morokrembangan yang termasuk ke dalam kawasan kumuh adalah 
RW 6 dengan kategori kumuh sedang dengan skor 52. Faktor – faktor yang 
mempengaruhi adalah 1) bentuk bangunan gedung, 2) keadaan sarana dan 
prasarana, 3) kependudukan, dan 4) kondisi ekonomi. Upaya penataan kawasan 
sesuai dengan faktor – faktor tersebut menggunakan konsep perancangan kota 
Shirvani meliputi perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan 
peningkatan kualitas jalan, prasarana persampahan, serta prasarana limbah. 
Kata kunci: Penataan Kawasan, Tingkat Kekumuhan,  Kelurahan 
Morokrembangan  
 
1. PENDAHULUAN 
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, 
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak 
memenuhi syarat (Muta’ali & Nugroho, n.d.). Laju pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah 
perkotaan dan kesemrawutan kota, kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, dan munculnya 
permukiman kumuh atau daerah slum (slum area), terutama di lahan – lahan kosong, seperti jalur 
hijau di sepanjang bantaran sungai, bantaran rel kereta api, taman – tmaan kota ataupun di bawah 
jalan layang (Jamaludin, 2015). Keadaan kumuh dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, 
budaya para penghuni permukiman tersebut. Adapun ciri – ciri kawasan permukiman kumuh dapat 
tercermin dari penampilan fisik bangunan, pendapatan yang rendah, kepadatan bangunan yang tinggi, 
sistem sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik, kondisi sosial dengan banyaknya 
tindakan kejahatan ataupun kriminal, banyaknya masyarakat pendatang yang bertempat tinggal 
dengan menyewa rumah (Jamaludin, 2015).  
Kecamatan Krembangan terletak pada pusat kegiatan lingkungan Unit Pengembangan V kota 
Surabaya, dengan jumlah penduduk lebih dari 500 jiwa/ha. Kawasan ini merupakan permukiman 
padat penduduk. Berdasarkan RTRW Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 Kecamatan Krembangan 
termasuk dalam kawasan rawan bencana (Hendro, 2014). Kecamatan Krembangan memiliki lima 
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kelurahan (BPS, 2016), salah satunya adalah kelurahan Morokrembangan. Kelurahan ini luas 
wilayahnya 3,17 km² dengan jumlah penduduk 47.140 jiwa yang merupakan kelurahan dengan 
kepadatan penduduk berkategori tinggi.  
Kawasan kumuh di kelurahan Morokrembangan terletak di RW IV, RW V, RW VI, RW VII 
sebagian RW VII dan sebagian RW II (Yuwono, 2010). Kawasan tersebut merupakan kawasan 
perdagangan dan industri dengan kawasan permukimannya berkepadatan tinggi. Kondisi fisik 
kawasan permukiman seperti jalan lingkungan memiliki lebar kurang dari 1 meter dengan kondisi 
rusak; jarak antarbangunan 0 – 1 m; lingkungan tidak terawat dan kotor.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk teridentifikasinya tingkat kekumuhan dan faktor – faktor yang 
mempengaruhinya, serta terumuskannya upaya – upaya berupa arahan penataan kawasan 
permukiman kumuh di Kelurahan Morokrembangan.  
 
2. KAJIAN PUSTAKA 
Upaya penataan kawasan permukiman kumuh mengikuti hasil analisis kondisi tingkat kekumuhan 
dan faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kekumuhan. Upaya penataan fisik kawasan 
permukiman kumuh kelurahan Morokrembangan berdasarkan konsep perancangan kota Shirvani 
(1985, dalam Mahawani & Soetomo, 2015) yang mengacu pada delapan elemen perancangan, yaitu: 
(1) Land Use, elemen ini menentukan bentuk dasar dua dimensional tempat ruang tiga dimensi dibuat 
dan berfungsi, (2) Building Form and Massing, berkaitan dengan ketinggian, setbacks, floor area 
ratio (FAR), coverage, skala, material, tekstur, warna, serta regulasi bentuk dan konfigurasi, (3) 
Circulation and Parking, elemen ini berpengaruh pada kualitas lingkungan, (4) Open Space, berupa 
taman, hardscape (jalan, sidewalks), ruang rekreasi dalam daerah urban, termasuk juga ruang – ruang 
kosong, (5) Pedestrian Ways, berkaitan dengan hubungan jalur pejalan kaki dengan kendaraan serta 
kualitas dan kuantitas jalur berdasarkan penggunanya, (6) Activity Support, semua kegiatan yang 
memperkuat ruang publik, mulai dari bentuk, lokasi dan karakteristik dari area tertentu memberikan 
fungsi dan penggunaan serta aktivitas yang spesifik, (7) Signage, berhubungan dengan ukuran dan 
kualitas desain penanda yang digunakan di area urban, (8) Preservation, mengacu pada struktur 
historis dan place yang secara ekonomi dan kultural berperan penting.  
 
3. METODOLOGI  
Kajian ini merupakan salah satu tahapan untuk merumuskan arahan penataan kawasan permukiman 
kumuh di Kelurahan Morokrembangan melalui upaya penataan fisik bangunan dan lingkungan 
kawasan kelurahan Morokrembangan. Pendekatan yang digunakan adalah teknik skoring untuk 
menentukan tingkat kekumuhan; wawancana dan analisis faktor untuk menentukan faktor – faktor 
yang mempengaruhi lingkungan kawasan permukiman di kelurahan Morokrembangan.  
Ruang lingkup wilayah kajian adalah RW VI dan RW VII yang terletak di Kelurahan 
Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Surabaya dengan luas wilayah sebesar 43 Ha. Batas – 
batas wilayah administrasi diperlihatkan pada Gambar 1.  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menjabarkan data – data 
mengenai tingkat kekumuhan kawasan melalui analisis skoring untuk variable aspek fisik dan aspek 
non fisik, sedangkan untuk faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi tingkat kekumuhan 
menggunakan analisis faktor dengan variabel aspek fisik wilayah kajian. Upaya penataan kawasan 
permukiman kumuh menggunakan hasil tingkat kekumuhan dan faktor yang mempengaruhi dengan 
menerapkan teori perancangan kota sebagai arahan penataan kawasan lingkungan kawasan 
permukiman kumuh di kelurahan Morokrembangan Surabaya.  
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Gambar 1. Batas wilayah RW VI dan RW VII Kelurahan Morokrembangan 
 
Variabel studi diperlihatkan pada tabel 1. 
Tabel 1. Variabel yang digunakan dalam penelitian kawasan kumuh  
di kelurahan Morokrembangan Surabaya. 
No Tujuan Variabel Sub Variabel 
1. Mengetahui tingkat 
kekumuhan 
1. Aspek fisik a. Bangunan gedung 
 b. Kondisi jalan 
 c. Kondisi ketersedian air minum 
 d. Kondisi sanitasi 
   e. Kondisi drainase 
 f. Kondisi persampahan 
 g. Kondisi dapur rumah tangga. 
 h. Kondisi proteksi kebakaran 
 i. Kependudukan 
2.  Aspek Non Fisik a. Legalitas lahan 
   b. Pertimbangan lain 
2. Mengetahui faktor 
yang  mempengaruhi 
kekumuhan 
1. Aspek fisik a. Bangunan gedung 
 b. Kondisi jalan 
 c. Kondisi ketersedian air minum 
 d. Kondisi sanitasi 
   b. Kondisi drainase 
 c. Kondisi persampahan 
 d. Kondisi dapur rumah tangga. 
 e. Kondisi proteksi kebakaran 
 f. Kependudukan 
  2. Aspek  non fisik a. Tingkat pendapatan 
   b.Tingkat Pendidikan 
3. Mengetahui arahan 
penataan kawasan 
permukiman 
1. Aspek fisik a. Penggunaan Lahan 
 b. Bentuk dan Massa Bangunan 
 c. Sirkulasi dan Parkir 
 d. Ruang Terbuka Hijau 
   e. Pedestrian 
 f. Aktifitas Pendukung 
 g. Papan Iklan 
 h. Preservasi 
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Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga (KK) yang bermukim di Kelurahan 
Morokrembangan. Sampel penelitian adalah sebagian KK yang diambil dari permukiman RW 6 dan 
RW 7. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan metode propotional 
sampling yang artinya pengambilan jumlah sampel memperhatikan pertimbangan unsur-unsur dan 
katagori dalam populasi penelitian, yaitu jumlah sampel KK pada wilayah penelitian. Populasi dan 
sampel dalam penelitian ini diperlihatkan pada tabel 2. 
 
Tabel 2. Populasi dan sample penelitian 
Lokasi Jumlah populasi(KK) Jumlah sampel(KK) 
RW 6 5040 120 
RW 7 1669 115 
Jumlah 6.709 235 
 
Metode pengumpulan data digunakan kuisioner yang dilengkapi dengan observasi lapangan, 
wawancara dengan tokoh maupun instansi terkait dan data sekunder meliputi data sosial 
kependudukan, jumlah dan sebaran sarana dan prasarana.  
Metode analisis yang digunakan adalah teknik analisis skoring untuk mengetahui tingkat 
kekumuhan di kelurahan Morokrembangan Surabaya, dengan tingkat kekumuhan kumuh ringan 
(nilai 1), kumuh sedang (nilai 2), dan kumuh berat (nilai 3). Dalam skoring interval tingkat 
kekumuhan adalah: (1) untuk parameter tingkat kekumuhan dengan persentase 76% - 100% memiliki 
skor 5, (2) untuk parameter tingkat kekumuhan dengan persentase 51% - 75% memiliki skor 3, dan 
(3) untuk parameter tingkat kekumuhan dengan persentase 25% - 50% memiliki skor 1. Analisis 
faktor digunakan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kekumuhan 
kelurahan Morokrembangan Surabaya. Konsep dasar perancangan kota yang digunakan dalam 
penataan kawasan kumuh di kelurahan Morokrembangan Surabaya meliputi delapan elemen urban 
desain, yaitu land use, building form and massing, circulation and parking, open space, pedestrian 
ways, activity support, signage and preservation. 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Tingkat kekumuhan RW 6 Kelurahan Morokrembangan. 
1. Kondisi bangunan: berdasarkan hasil observasi data kondisi bangunan di RW 6 kelurahan 
Morokrembangan sebesar 2.916 unit bangunan atau 76% unit bangunan tidak teratur, tidak sesuai 
dengan standar teknis serta memiliki tingkat kepadatan yang tidak sesuai standar teknis. Kondisi 
bangunan RW 6 memiliki skor 15 dari 3 parameter kondisi bangunan. Gambaran kondisi 
bangunan diperlihatkan pada Gambar 2.   
 
 
Gambar 2. Kondisi bangunan RW VI dan peta sebaran kondisi bangunan RW VI 
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Sementara untuk kondisi bangunan RW VII sebesar 671 unit bangunan atau 52% unit bangunan 
tidak teratur, tidak sesuai dengan standar teknis, serta memiliki tingkat kepadatan yang sesuai standar 
teknis. Dengan data tersebut maka untuk kondisi RW 7 memiliki skor 15. Gambaran kondisi 
bangunan RW VII dan juga sebarannya dapat dilihat pada gambar 3. 
 
2. Kondisi Jalan Lingkungan:  
Hasil analisis data kondisi jalan lingkungan di RW VI kelurahan Morokrembangan sepanjang 
1.853 m atau 42% dari total jalan RW VI memiliki kondisi perkerasan jalan tidak sesuai dengan 
standar teknik. Kondisi jalan tersebut memiliki perkerasan yang rusak, sehingga memiliki nilai 5 
(gambar 4). Sementara kondisi RW VII sepanjang 427 m atau 19% dari total keseluruhan panjang 
jalan RW VII memiliki perkerasan yang tidak sesuai dengan standar teknis atau mengalami 
kerusakan sehingga diberi nilai 1 (gambar 5). 
 
 
Gambar 5. Kondisi bangunan RW VII dan peta sebaran kondisi bangunan RW VII 
3. Kondisi penyediaan Air Minum 
Kondisi penyediaan air minum RW VI dan RW VII kelurahan Morokrembangan telah melayani 
100%. Dengan hasil tersebut maka untuk kondisi penyediaan air minum tidak memiliki skor. 
4. Kondisi Drainase Lingkungan 
Kondisi drainase lingkungan RW VI menghasilkan data 265 meter atau 6% tidak mampu 
mengalirkan limpasan air, kemudian 352 meter atau 8% dari total panjang drainase tidak tersedia, 
terdapat drainase yang tidak terpelihara dengan panjang 759 meter atau 18% dari total panjang 
drainase keseluruhan. Dengan kondisi tersebut untuk drainase lingkungan RW VI memiliki skor 
3 dari 3 parameter yang ada (gambar 6). Kondisi drainase lingkungan RW VII terdapat kondisi 
drainase yang tidak mampu mengalirkan limpasan air sepanjang 124 meter atau 6% dari total 
panjang drainase RW VII, kemudian tidak tersedianya drainase pada RW VII dengan panjang 
293 meter atau 13% drainase tidak tersedia. Dengan kondisi tersebut, kondisi drainase lingkungan 
RW VII memiliki skor 3 (gambar 7). 
Gambar 3. Kondisi jalan lingkungan RW VI 
 
Gambar 4. Kondisi jalan lingkungan RW VII 
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5. Kondisi pengelolaan air limbah 
Sebanyak 693 KK atau 17% jumlah KK di RW VI dan 293 KK atau 19% jumlah KK di RW VI 
tidak memiliki prasarana pengolahan air limbah yang sesuai dengan standar teknik. Untuk RW 
VII terdapat 69 KK atau 4% dari jumlah KK tidak memiliki sistem pengolahan limbah sesuai 
standar teknis. Dengan hasil tersebut maka skor yang dimiliki untuk kondisi pengolahan air 
limbah RW VI adalah 1, sedangkan untuk RW VII memiliki skor 2. 
6. Pengelolaan Sampah 
Sarana dan prasarana pengelolaan sampah di RW VI dan RW VII di kelurahan Morokrembangan 
Surabaya belum terlayani 100%, sehingga memiliki skor 15. 
7. Kondisi proteksi kebakaran 
Sarana dan prasarana proteksi kebakaran di wilayah RW VI dan RW VII belum terlayani 100%, 
sehingga hasil nilai yang dimiliki adalah skor 10. 
8. Kondisi dapur rumah tangga 
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil analisis menghasilkan data 694 KK atau 18% 
pada RW VI tidak memiliki dapur sehat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 1077/Menkes/Per/V/2011, pedoman penyehatan udara dalam ruang rumah. 
Dengan kondisi tersebut maka skor yang dimiliki untuk kondisi dapur rumah tangga RW 6 adalah 
1 (gambar 8). Kondisi dapur rumah tangga pada RW 7 terdapat 362 KK atau 28% pada RW VII 
maka skor yang dimiliki adalah 1 (gambar 9) 
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Kondisi kekumuhan RW VI dan RW VII kelurahan Morokrembangan. Berdasarkan aspek non fisik 
sebagai berikut: 
1) Kondisi legalitas lahan 
Berdasarkan hasil observasi dan analisis data 3826 bangunan pada RW VI dan 1289 bangunan di 
RW VII memiliki legalitas lahan namun tidak memiliki sertifikat hak milik karena lahan pada 
wilayah RW I dan RW VII milik pemerintah Kota Surabaya dan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan. Kemudian untuk kesesuaian dengan tata ruang wilayah RW VI dan RW VII memiliki 
kesesuaian terhadap tata ruang yang merupakan kawasan permukiman berdasarkan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2014 – 2034. 
Dengan hasil tersebut maka skor yang dimiliki untuk RW VI dan RW VII adalah masing – 
masing RW memiliki skor 0 karena memiliki kejelasan status lahan.  
2) Kondisi pertimbangan lain 
Hasil analisis data RW VI dan RW VII memiliki nilai strategis lokasi Kota Surabaya sebagai 
kawasan bozem dan juga sempadan sungai yang perlu dilindungi, kemudian kondisi kepadatan 
penduduk dengan kepadatan > 600 jiwa/ha termasuk dalam kategori kepadatan tinggi, untuk 
kondisi sosial ekonomi RW VI dan RW VII tidak memiliki potensi yang dapat dikembangkan. 
Dengan hasil tersebut maka RW VI dan RW VII masing masing RW memiliki skor 11. 
Skor kondisi kekumuhan diketahui bahwa RW VI memiliki skor 52 sedangkan RW VII memiliki 
skor 39. Dengan hasil tersebut maka RW 6 dijadikan sebagai wilayah penelitian untuk 
mengidentifikasi faktor penyebab kekumuhan kelurahan Morokrembangan. 
 
4.2 Faktor yang mempengaruhi kondisi kekumuhan RW 6 Kelurahan Morokrembangan 
Dari hasil uji validasi dan reliabilitas diketahui 22 pertanyaan dalam kuisioner memiliki alpha 0.05 
dan nilai pada r tabel adalah 0.1779. Dengan nilai valid r hitung lebih tinggi dari pada r tabel artinya 
seluruh pertanyaan layak untuk digunakan. Kemudian untuk uji realiabilitas seluruh variabel 
memiliki nilai lebih dari 0.785 sehingga layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Untuk uji 
indepedensi faktor seluruh variabel telah memiliki nilai 0.77 artinya data tersebut layak untuk 
digunakan pada analisis selanjutnya. Pada analisis faktor selanjutnya dengan mengesktrasi faktor – 
faktor diperoleh 4 faktor utama penyebab kekumuhan pada RW 6 kelurahan Morokrembangan, yaitu: 
1) Kondisi prasarana kawasan: analisis faktor yang mempengaruhi kondisi kekumuhan RW 6 
kelurahan Morokrembangan adalah kondisi prasarana drainase, jalan, air bersih, sanitasi. Hal 
tersebut akibat dari tingkat kepadatan RW 6 yang tinggi membuat prasarana wilayah belum dapat 
terpenuhi secara maksimal untuk masyarakat. 
2) Kondisi bangunan gedung: analisis faktor kedua yang mempengaruhi kondisi kekumuhan RW 6 
kelurahan Morokrembangan adalah kondisi bangunan gedung. Hal tersebut diakibatkan 
masyarakat yang belum terlalu peduli dengan keadaan bangunan rumah yang tidak beraturan dan 
terdapat rumah semipermanen. 
Gambar 8. Kondisi dapur rumah tangga RW VI 
 
Gambar 9. Kondisi dapur rumah tangga RW VI 
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3) Kependudukan: analisis faktor yang mempengaruhi kondisi kekumuhan RW 6 kelurahan 
Morokrembangan adalah kondisi kependudukan. Morokrembangan adalah kondisi kependudukan 
pada RW 6, jumlah penduduk mencapai 667 jiwa/ha. Data tersebut termasuk dalam klasifikasi 
jumlah penduduk tinggi. 
4) Kondisi ekonomi: analisis faktor yang mempengaruhi kondisi kekumuhan RW 6 kelurahan 
Morokrembangan adalah kondisi ekonomi masyarakat sebesar 600 KK masyarakat 
berpenghasilan rendah. 
Faktor – faktor yang mempengaruhi kondisi kekumuhan di kelurahan Morokrembangan RW 6 
Surabaya adalah kondisi prasarana kawasan, kondisi bangunan gedung, kependudukan dan kondisi 
ekonomi. Untuk permukiman kumuh squatter area, terdapat 4 variabel penyebab kekumuhan, yaitu 
faktor ekonomi yang dipengaruhi oleh variabel tingkat pendapatan dan aksesibilitas ke lokasi kerja; 
faktor sosial tingkat pendidikan dan tingkat migrasi masuk; faktor lingkungan kualitas sarana dan 
prasarana, tingkat kesadaran masyarakat dan kepadatan bangunan tinggi serta faktor dukungan 
pemerintah dan peranserta masyarakat (Wardhana & Sulistyarso, 2015).  
 
4.3 Upaya penataan kawasan kumuh RW 6 Kelurahan Morokrembangan 
Berdasarkan hasil analisis faktor penyebab kekumuhan RW 6 pada aspek fisik adalah kondisi 
prasarana dan kondisi bangunan gedung. Berikut arahan upaya penataan kawasan permukiman RW 6 
Kelurahan Morokrembangan: 
4.3.1 Arahan prasarana kawasan 
Prasarana kawasan dalam konsep Shirvani termasuk dalam kategori circulation and parking, 
pedestrian ways, activity support and preservation yang terdiri atas jalan lingkungan, drainase 
lingkungan, dan preservasi. 
a. Arahan jalan lingkungan 
Terdapat perbaikan kualitas perkerasan jalan pada RW 6 dengan panjang 1.853 meter, 
kemudian pelebaran jalan Tambak Asri menjadi 7 meter. Gambar 10 memperlihatkan peta 
arahan jalan lingkungan RW 6 Kelurahan Morokrembangan Surabaya dan rencana perbaikan 
jalan. 
 
Gambar 10.  Peta Arahan Jalan Lingkungan RW 6 Dan Rencana Perbaikan Jalan Di Kelurahan 
Morokrembangan Surabaya 
b. Arahan drainase lingkungan 
Arahan yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman 
Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah (Kemenkes RI, 2011), yaitu dengan memperbaiki 
kondisi drainase sepanjang 265 meter yang tidak dapat mengalirkan air limpasan, kemudian 
dengan membangun atau membuat 352 meter drainase baru. Melakukan pemeliharaan 
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terhadap 769 drainase yang tidak terpelihara, memperbaiki sarana dan prasarana persampahan 
berupa tong sampah, pengangkutan sampah 5040 KK dan membangun sistem pengelolaan 
sampah dengan pemilihan sampah. Pembangunan prasarana dan sarana proteksi kebakaran 
berupa hidran, akses jalan yang dapat dilalui mobil pemadam serta menjadikan air bozem 
sebagai sumber air yang digunakan untuk pemadaman. Berikut gambar 11 peta arahan 
pengembangan drainase lingungan dan rencana pengembangan drainase. 
 
Gambar 11 Peta Dan Rencana Arahan Pengembangan Drainase RW 6 Kelurahan Morokrembangan 
Surabaya 
c. Arahan preservasi 
Kawasan preservasi RW 6 kelurahan Morokrembangan terletak pada bozem 
Morokrembangan. Untuk melindungi kawasan Bozem perlunya adanya kegiatan di 
sepanjang pinggir bozem Morokrembangan. Konsep pemerintah Kota Surabaya adalah 
menjadikan kawasan Bozem sebagai tempat jogging dengan membangun jogging track. 
Namun kondisi jogging track ini sudah tidak terawat, untuk itu dilakukan desain kembali 
terhadap jogging track agar masyarakat dapat nyaman dalam menggunakannya. Selain 
kawasan bozem untuk preservasi juga terdapat ruang terbuka hijau pada kawasan rumah 
susun. Gambar 12 memperlihatkan peta dan arahan penataan kawasan preservasi. 
 
Gambar 12 Peta Dan Rencana Arahan Penataan Kawasan Preservasi 
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4.3.2 Arahan kondisi bangunan 
Untuk arahan bentuk dan massa bangunan dengan melakukan zoning terhadap koefisien dasar 
bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), jumlah lantai bangunan, kemudian diberlakukan 
konsep rumah sehat untuk kawasan permukiman RW 6 kelurahan Morokrembangan. Konsep 
penetapan koefisien dasar bangunan (KDB) juga mempertimbangan kondisi eksisting yang telah 
berkembang. Adapun nilai koefisien dasar bangunan (KDB) maupun koefisien lantai bangunan 
(KLB) eksisting direkomendasikan untuk mempertahankan nilai KDB saat ini. Hal ini dilakukan 
untuk mengendalikan kawasan permukiman agar dengan kepadatan tinggi tidak terlihat tidak teratur. 
Arahan untuk KDB, KLB, GSB serta KDH RW 6 kelurahan Morokrembangan pada tabel 3 dan 
gambar 13 tentang peta arahan intensitas bangunan.  
 
Tabel 3. Arahan Intensitas Bangunan RW 6 Kelurahan Morokrembangan Surabaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 13 Mapping Arahan Intensitas Bangunan 
 
No Penggunaan Lahan KDB KLB KDH GSB 
1. Rencana rumah susun 70% 4,2 30% 1-3 meter 
2. Perdagangan dan jasa 70-90% 0,7-1,75 10-30% 1-2 meter 
3. Permukiman 70-90% 0,7-1,75 10-30% 1-2 meter 
4. Sarana pelayanan umum 70-90% 0,7-1,75 10-30% 1-2 meter 
5. Pemerintahan 70-90% 0,7-1,75 10-30% 1-2 meter 
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5. SIMPULAN 
Tingkat kekumuhan RW 6 dan RW 7  Kelurahan Morokrembangan Surabaya yang menggunakan 
aspek fisik dan aspek non fisik untuk RW 6 memiliki skor 52 termasuk dalam kategori kumuh 
sedang, lahan dengan kondisi legal serta pertimbangan lain tinggi. Untuk RW 7 memiliki skor 39 
termasuk dalam kategori kumuh ringan dengan kondisi lahan legal dan pertimbangan lain tinggi. 
Faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kekumuhan adalah faktor fisik bangunan gedung, kondisi 
prasarana kawasan, kondisi ekonomi dan kondisi kependudukan. Adapun upaya penataan kawasan 
permukiman kumuh di RW 6 Kelurahan Morokrembangan Surabaya dengan konsep Shirvani 
berdasarkan faktor – faktor penyebab tingkat kekumuhan adalah didasarkan pada kondisi bangunan 
dan gedung dengan KDB maksimal 90%, KLB maksimal 4,2 pada rumah susun dan 1,75 untuk 
kawasan permukiman, KDH minimal 10% serta garis sempadan bangunan minimal 1 meter. Kondisi 
prasarana kawasan perlu perbaikan 42% dari total jalan lingkungan dan pelebaran jalan Tambak Ari 
dari 7 meter menjadi 12 meter, pelebaran jalan lingkungan guna ases menuju rumah susun dari 2 – 3 
meter menjadi 5 – 6 meter, perbaikan drainase sepanjang 6% dari total panjang drainase dan perlu 
pemeliharaan drainase sepanjang 18% dari total panjang drainase. Perbaikan sarana dan prasarana air 
limbah 17% dari jumlah KK di RW 6. Perbaikan sarana dan prasarana persampahan berupa tong 
sampah, pengangkutan sampah 5040 dan membangun sistem pengelolaan sampah yang dilakukan 
dengan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga serta pembangunan prasarana dan sarana proteksi 
kebakaran berupa hidran, akses jalan yang dapat dilalui mobil pemadam serta menjadi air bozem 
sebagai sumber air yang digunakan untuk pemadaman. 
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